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ABSTRAK

Khasanah, Putri Maulida. 2024. Pembagian Harta Bersama Perspektif
Maslahah Muhammad Sa’id Ramadan Al-Buti (Studi Kasus
Putusan Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Nomor:
912/Pdt.G/2023/PA.Mr.). Skripsi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syariah, Universitas KH. Abdul Chalim. Dosen Pembimbing: Dr.
Muhammad Romli, M.H.
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Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama
masa perkawinan berlangsung. Harta bersama terbentuk dimulai sejak terjadinya
akad perkawinan sampai dengan putusnya perkawinan, salah satunya karena
perceraian. Adapun jika suatu saat terjadi perceraian, menurut Pasal 37 Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, dijelaskan bahwa pembagian harta
bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sementara menurut Pasal 97
Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup berhak
mendapatkan seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam
perjanjian perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan
hakim dalam menetapkan bagian harta bersama di luar ketentuan perundang-
undangan  dalam  putusan  Pengadilan Agama  Mojokerto = Nomor:
912/Pdt.G/2023/PA.Mr dan bagaimana perspektif maslahah Muhammad Sa’id
Ramadan al-Buti atas pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama
diluar ketentuan perundang-undangan dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto
Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (/ibrary research). Jenis
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif.
Data yang diperlukan diambil melalui studi pustaka. Data-data tersebut bersumber
dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Sumber data primer berupa putusan
Pengadilan Agama Mojokerto Nomor: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.

Hasil dari penelitian ini yaitu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tidak
menerapkan peraturan perundang-undangan secara tekstual. Hal tersebut dilakukan
karena adanya beberapa alasan yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim.
Pertimbangan tersebut adalah karena pada saat perkawinan antara penggugat dan
tergugat berlangsung, telah terjadi ketimpangan tanggung jawab dan peran
pengelolaan harta oleh salah satu pihak yakni istri yang menanggung beban lebih
berat dari pasanganya. Selain itu, setelah terjadinya perceraian penggugat juga tidak
pernah menafkahi anaknya yang masih dibawah umur. Sehingga Majelis hakim
menetapkan bagian harta yang diperoleh oleh penggugat sebesar 40% dan tergugat
60%. Adapun ditinjau dari konsep maslahah al-Buti, maka pembagian harta
bersama ini telah selaras dengan konsep maslahah tersebut. Dapat dilihat dari
batasan atau Dawabit al-Maslahah menurut al-Buti, hal yang menjadi
pertimbangan majelis hakim tidak ada yang bertentangan dengan Dawabit al-
Maslahah tersebut.



ABSTRACT
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Joint property is property acquired by husband and wife during the marriage
period. Joint property is formed starting from the occurrence of the marriage
contract until the breakup of marriage, one of which is due to divorce. As for if one
day there is a divorce, according to Article 37 of the Marriage Law Number 1 of
1974, it is explained that the division of joint property is regulated according to their
respective laws. Meanwhile, according to Article 97 of the Compilation of Islamic
Law, states that a widow or widower of a living divorcee is entitled to one-second
of the joint property as long as it is not otherwise specified in the marriage
agreement.

This study aims to find out what the judges consider in determining the share
of joint property outside the statutory provisions in the Mojokerto Religious Court
decision Number: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr and what is the perspective of the
maslahah Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti on the judge's consideration of the
division of joint property outside the statutory provisions in the Mojokerto
Religious Court decision Number: 912/Pdt.G/2023/PA.Mr.

This research is a library research. The type of research used in this study is
normative juridical research. The necessary data are taken through literature study.
These data are sourc from primary data, secondary data, and tertiary data. The
primary data source is in the decision of the Mojokerto Religious Court Number:
912/Pdt.G/2023/PA.Mr.

The result of this study is that the Panel of Judges in adjudicating cases does
not apply the regulations of the Law textually. This was done for several reasons
that were considered by the Panel of Judges. This consideration is because at the
time the marriage between the plaintiff and the defendant took place, there had been
an imbalance in responsibility and role of property management by one of the
parties, namely the wife who bore a heavier burden than her spouse. In addition,
after the divorce the plaintiff also never provided for his underage child. So that the
panel of judges set the share of property obtained by the plaintift at 40% and the
defendant at 60%. As for judging from the concept of maslahah al-Buti, then the
division of common property has been in harmony with the concept of maslahah. It
can be seen from the limitation or Dawabit al-Maslahah according to al-Buti, the
matter that the panel of judges considered there is nothing that contradicts the
Dawabit al-Maslahah.
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